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Abstract

This study aims to determine the role of the Indonesian Notaries Association (INI) in the discharge of a notary 

as a code of conduct based on the method of writing normative juridical research with normative legal approach 

carried out by analyzing the material law by reference to legal norms in the implementation of the code of 

conduct notary. The research concludes that the notary in carrying out its duties and responsibilities can not 

be separated from the code of conduct that has been set. But not infrequently the notary’s work outside of his 

code. Actions that violate the code of ethics notaries, such as signing a deed that is not done in the presence 

Law No. 2 Year 2014. This of course led to violations of law related to execution of their duties. So supervision 

by the Indonesian Notaries Association (INI) has an important creation of notaries who work according to 

the code of conduct. Monitoring carried out INI is more enforcement against notary abuse, such as giving a 

reprimand, warning and suspension or even expulsion from membership.

Keywords:  Role, Indonesian Notary Association, Notary Code

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan Ikatan Notaris Indonesia (INI) dalam pelaksanaan tugas 

secara hukum normatif dilaksanakan dengan menganalisis bahan hukum dengan mengacu pada norma-norma 

hukum dalam pelaksanaan kode etik notaris. Hasil penelitian bahwa notaris dalam menjalankan tugas dan 

skorsing atau bahkan pemecatan dari keanggotaan. 

Kata Kunci

A. Pendahuluan

Pengawasan terhadap Notaris selain dilakukan 

disingkat dengan INI juga dilakukan oleh Dewan 

INI. Pengawasan dari Majelis Pengawas bertujuan 

Notaris dalam hal ini Dewan Kehormatan Notaris 

di l akukan ol eh Notaris dan berakibat akan 

dengan pengiriman karangan bunga atau cindera 

mata mencanhunkan jabatan Notaris kepada pihak-
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bukti kependudukan lebih dari satu. Guna meneegah 

dibutuhkan pengawasan oleh organisasi Notaris itu 

sendiri. Dengan demilcian perlu diteliti keberadaan 

organisasi Notaris dalam hal ini  adalah Dewan 

Kohoimatan Notaris Ikatan Notaris Indonesia (INI) 

dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan 

kode etik oleh Notaris.

Sebagai pejabat umum Notaris diangkat oleh 

Negara berdasarkan Undang-undang dan sebelum 

Walaupun diangkat oleh Negara Notaris tidak 

memperoleh gaji dari pemerintah. Selain itu notaris 

menuntut pengetahuan luas dan tanggung jawab, 

Etika profesi Notaris 

dalam penegakan hukum pidana, Bigraf publising, 

bersangkutan mengajukan hak cuti dan menunjuk 

Etika profesi hukum

Notaris berkewaj iban untuk melaksanakan 

waktu diadakan persiapan-persiapan untuk membuat 

akta.(Kohar A, Notar is dalam Praktek Hukum, 

Ikatan Notaris Indonesia (INI) merupakan satu-

berhimpun dalam satu wadah Organisasi notaris 

dan sebagai wadah Organisasi Notaris sebagaimana 

Indonesia. Organisasi Notaris sebagaimana dimaksud 

dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan 

kualitas profesi notaris.  Ketentuan mengenai tujuan, 

tugas, wewenang, tata kerja dan susunan organisasi 

ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran 

mengenai penetapan, pembianaan dan pengawasan 

Organisasi Notaris di atur dengan Peraturan Menteri. 

Menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan serta 

Memajukan dan mengembangkan ilmu hukum 

Menjaga keluhuran martabat serta meningkatkan 

mutu Notaris selaku Pejabat Umum dalam rangka 

dan Negara.

Memupuk dan mempererat hubungan selaturahmi 

sesama anggota untuk mewujudkan persatuan dan 

Untuk mencapai tujuan tersebut, INI Pasal 8 

Melakukan kegiatan untuk menumbuhkan 

kesadaran rasa turut memi l i ki  Perkumpulan 

kebersamaan di antara sesama anggota dalam rangka 

meningkatkan peranan, manfaat, fungsi dan mutu 

perkumpulan.

Melakukan kegiatan untuk meningkatkan mutu 

dan kemampuan anggota di dalam menjalankan 

menjaga dan mempertahan-kan keluhuran martabat 

jabatan Notaris.

Menjunjung tinggi serta menjaga kehormatan 

profesi jabatan Notaris, meningkatkan fungsi dan 

Memperjuangkan dan memelihara kepentingan, 

keberadaan, peranan, fungsi dan kedudukan lembaga 

Notaris di Indonesia sesuai dengan harkat dan 

martabat profesi jabatan Notaris.
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 Mengadakan, memupuk serta membina dan 

meningkatkan keijasama dengan badan, lembaga, 

dan norganisasi lain, baik di dalam maupun dari 

atau hampir sama dengan Perkumpulan termasuk 

kenotariatan.

Notaris, serta berperan aktif dalam mempersiapkan 

tinggi, berbudi luhur, berwawasan dan berilmu 

pengetahuan luas dan memiliki integrasi moral serta 

 Melakukan usaha lain sepanjang tidak 

bertentangan dengan asas, pedoman dan tujuan.

“controlling is evaluating how well an organization 

is achieving its goals and taking actions to maintain 

or improve performance. Dari pengertian tersebut 

pengawasan dapat dimaknai sebagai kegiatan menilai 

seberapa baik sebuah organisasi berhasil mencapai 

mempertahankan atau mengembangkan kemampuan 

bekerja. 

Berpendapat bahwa “ Pengawasan berarti 

kemampuan untuk menjuruskan dan memberikan 

dilakukan. Pengawasan mengandung perbuatan 

standar untuk mengadakan perbandingan dan standar 

Tanya jawab asas-asas Manajemen, Mandar maju, 

bahwa “ Penegakan hukum dapat di rumuskan 

sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana 

teijadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran 

ditegakkan kembali. (Abdulkadir Muhammad, Etika 

Profesi Hukum

Pengawasan terhadap Notaris mengarah pada 

terhadap para Notaris lalah agar para Notaris sedapat 

telah ditetapkan oleh undang-undang dan kode etik 

Faktor-faktor yang 

mempengaruhi  penegakan hukum

Mekanisme pengawasan terhadap profesi 

notaris diatur  dalam peraturan perundang-undangan 

langsung dengan profesi ini. Pengawasan merupakan 

diperhatikan dan dilaksanakan dalam lingkungan 

penegak hukum termasuk pengawasan terhadap 

notaris. Penegakan hukum selalu mel ibatkan 

akan melibatkan tingkah laku manusia juga. Hukum 

baru dilaksanakan secara efektif  apabi la diikuti 

perundang-undangan. Dengan demikian profesi 

jasa notaris akan tetap terjaga.

Pengawasan dimaksud merupakan kegiatan 

mengandung makna suatu proses pembinaan, 

bersifat kuratif bermakna melakukan penjatuhan 

sanksi  terhadap notaris dalam pelaksanaan 

lingkup pengawasan ini lebih luas daripada ruang 

oleh Majelis Pengawas Daerah sebagaimana telah 

diatur dengan jelas dan tegas dalam Undang-

Undang Jabatan Notaris. Sedangkan pengawasan 

bawah Ikatan Notaris Indonesia (INI). Dewan 

Kehormatan Notaris tersebut bertugas untuk 

melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, 

pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi 

kode etik; memeriksa dan mengambil keputusan 

memberikan saran dan pendapat kepada Majelis 

jabatan notaris.
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memahami dan oleh karena itu karena mematuhi 

Semua itu dilandasi oleh Undang-undang atau Makna 

Sementara fungsi Pengawasan Notaris ditujukan agar 

mematuhi ketentuan-ketentuan Perundang-undangan 

seorang notaris terbukti melakukan pelanggaran akan 

pengawasan terhadap tugas jabatan notaris adalah 

untuk memberikan arah dan tuntunan bagi para 

profesionalisme dan kualitas keija sehingga dapat 

memberikan jaminan kepastian dan perlindungan 

perilaku notaris dalam pelaksanaan jabatan notaris 

harus sesuai dengan ketentuan tersebut. Selain 

itu pengawasan terhadap notaris melalui Majelis 

Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan Notaris 

perlu ditingkatkan sehingga perilaku dan tindakan 

telah ditetapkan.

B. Bentuk Pelanggaran Kode Etik Notaris 

yang selama ini dilakukan oleh Notaris

sangat pentiing dalam sistem hukum, mengingat 

untuk membuat suatu akta otentik. Dengan demikian 

dapat dikatakan bahwa notaris adalah salah satu pilar 

penegakan hukum di Indonesia. 

Menurut Izenis, bentuk lembaga notariat ini 

 Notariat functionnel, dalam mana wewenang 

pemerintah didelegasikan (gedelegeerd) dan 

walaupun pemerintah mengatur tentang 

tentang kebenaran, kekuatan bukti, demikian 

didasarkan pada pemikiran bahwa notariat itu 

dengan kekuasaan kehakiman/pengadi lan 

(rechtel i jke macht), sebagaimana terdapat di 

Prancis dan Negeri Belanda (Izenis dalam 

Liliana, op cit

Sebagai pejabat umum, notaris harus senantiasa 

berpedoman pada Undang-Undang Jabatan Notaris 

membuat akta otentik. Notaris juga memberikan 

nasehat hukum dan penjelasan mengenai peraturan 

suatu akta.

Peraturan Jabatan Notar i s

dan sempurna. Untuk itu proses pembuatan akta 

KUHPerdata dan sesuai dengan Pasal 38 Undang-

terdiri atas awal akta, badan akta dan akhir/penutup 

akta. Awal akta atau kepala akta.

mengabdi dan taat pada hukum diwujudkan lewat 

kepatuhan pada norma dan etika. Notaris harus 

memiliki kemampuan profesional tinggi dengan 

integritas moral, keluhuran martabat dan etika profesi 

dikontrol dengan kode etik notaris, dengan beberapa 

pertimbangan :

untuk melaksanakan jabatan publik
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boleh mencemarkan nama baik dari korps 

pengemban profesi hukum.

mencemarkan nama baik dari lembaga 

Notariat.

d. K arena Notar i s beker j a dengan 

senantiasa mengingat untuk menjunjung 

tinggi keluhuran dari tugas dan martabat 

ditentukan oleh perundang-undangan.

harus dimi liki oleh seorang notaris. Hubungan 

etika dengan profesi hukum bahwa etika profesi 

oleh karena itu di dalam melaksanakan profesi harus 

memperhatikan kaidah-kaidah pokok berupa etika 

profesi.

Kode etik notaris bertujuan disatu pihak 

atas dasar nilai, moral dan etik notaris. mendasarkan 

pada nilai, moral dan etik notaris, maka hakekat 

pengembanan profesi  jabatan notaris adalah 

tidak memihak. Notaris harus memil iki prilaku 

profesional , selain itu notaris harus memperhatikan 

terhadap klien dan etika hubungan sesama rekan 

notaris.

Menghormati dalam suasana kekeluargaan itu 

telah disepakati. Menjaga dan membela kehormatan 

nama baik dalam arti tidak mencampurkan usaha lain 

dengan jabatan notaris, memberikan informasi atau 

Kode etik notaris mengatur mengenai kewajiban, 

larangan dan pengecual ian. Kode etik notaris 

mengatur mengenai kewajiban notaris. Selain itu 

Kode etik notaris juga mengatur mengenai larangan 

diketahui oleh Majelis Kehormatan Notaris Pengurus 

Daerah Ikatan Notaris Indonesia, antara lain :

Undang-Undang Jabatan Notaris, seperti : 

saksi dan penghadap telah terlebih dahulu 

dipersiapkan oleh notaris lain sehingga notaris 

hadapan notaris.

di depan atau di l ingkungan kantor notaris. 

sangat rendah untuk mendapatkan klien.

6. Melakukan publikasi atau promosi diri dengan 

pengiriman karangan bunga pada suatu acara 

tertentu.

dalam mencari klien

selesai dan memberitahu kepada klien perihal 

memaksa orang membuat akta kepada notaris 

seseorang agar pindah dari notaris lain.

Setiap kelompok profesi  memiliki  norma-
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dalam melaksanakan tugas profesi. Norma-norma 

disebut kode etik profesi. Kode etik profesi hukum 

profesio-nal hukum perlu memiliki :

hukum secara moral belaka, melainkan 

untuk menentukan keadilan dalam suatu 

perkara konkret;

(Notohamijojo, Soal-soal Pokok Filsafat 

Hukum,

Kode etik notaris menurut penulis merupakan 

Ikatan Notaris Indonesia berdasarkan Keputusan 

dan diatur dalam peraturan perundang-undangan 

serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota 

tugas dan jabatan sebagai notaris. 

bahwa “ Organisasi  notaris menetapkan dan 

kentuan ini  menurut penul is merupakan dasar 

organisasi profesi notaris INI membentuk suatu kode 

“Untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat 

Kode etik notaris dalam pandangan penulis 

keahlian dan keilmuan dalam bidang kenotariatan, 

kenotariatan. Secara pribadi notaris bertanggung 

Spiri t kode etik notaris adalah penghormatan 

memihak; tidak mengacu pamrih; rasionalitas dalam 

fungsional serta solidari tas antar sesama rekan 

seprofesi.

Pelanggaran kode etik notaris merupakan 

Kondisi ini akan bertambah buruk dan dilematis 

oleh organisasi profesi notaris dalam hal ini Ikatan 

Notaris Indonesia. Selain hal tersebut dikalangan 

notaris sendiri terdapat perilaku dan persepsi untuk 

tidak terlalu menghiraukan kode etik notaris.

oleh landasan, moral, praktis dan memiliki spirit. 

kenotariatan, sehingga mampu memenuhi kebutuhan 

bidang tersebut. Secara pribadi notaris bertanggung 

Antara notaris sebagai pengemban profesi dengan 

Walaupun demikian, substansi hubungan antara 

notaris dengan klien secara sosio-psikologis terdapat 

ketidakseimbangan. Hal ini disebabkan karena pada 

menentukan derajat perwujudan martabat manusia, 

memiliki kompetensi teknikal untuk dapat menilai 

notaris. Sehubungan dengan nilai dan kepentingan 
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dijiwai etika profesi notaris.

menjalankan sebagian kekuasaan negara di bidang 

pembuktian sempurna dan oleh karena jabatan 

Dengan demikian, maka kode etik notaris mengatur 

kode etik notaris merupakan sikap etis sebagai bagian 

integral dan sikap hidup dalam menjalani profesi 

mengemban profesi notaris memenuhi tuntutan etika 

bersangkutan.

Untuk dapat meminilisir pelanggaran terhadap 

kode etik menurut penulis diperlukan sosialisasi 

menerus dan berkesinambungan oleh Ikatan 

Notaris Indonesia. Selain hal tersebut diperlukan 

tentang penerapan formasi notaris, sehingga tidak 

menimbulkan peningkatan jumlah notaris dalam 

hal ini menurut penulis sangat berpengaruh dalam 

C. Penerapan Sanksi oleh I katan Notar is 

Indonesia Terhadap Notaris yang Melanggar 

Kode Etik 

untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat 

ditetapkan oleh kongres dan merupakan kaidah moral 

baik, arif dan bijaksana, sehingga dapat menjadi 

panutan bagi anggota dan diangkat oleh kongres 

kepengurusan.

Dewan Kehormatan berwenang melakukan 

pemeriksaan atas pelanggaran kode etik dan 

pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi 

kode etik;

3. Memberikan saran dan pendapat kepada majelis 

pengawas atas dugaan pelanggaran kode etik 

dan jabatan notaris.

Dewan Kehormatan Daerah harus :

Dewan Kehormatan berkoordinasi dengan Majelis 

Pengawas berwenang melakukan pemeriksaan 

atas pelanggaran tersebut dan dapat menjatuhkan 

melakukan pelanggaran kode etik dapat berupa : 

3. Schorzing (pemecatan) dari  keanggotaan 

Perkumpulan;

Perkumpulan;

5. Pemberhentian dengan tidak hormat dari 

keangotaan Perkumpulan.

pelanggaran terhadap kode etik, baik dugaan tersebut 

berasal dari pengetahuan Dewan Kehormatan Daerah 

sendiri maupun karena laporan dari Pengurus Daerah 

ataupun pihak lain kepada Dewan Kehormatan 

(tujuh) hari kerja Dewan Kehormatan Daerah wajib 

segera mengambil tindakan dengan mengadakan 

si dang Dewan Kehormatan Daerah untuk 

membicarakan dugaan terhadap pelanggaran tersebut. 
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setelah tanggal sidang tersebut, Dewan Kehormatan 

diduga melanggar tersebut dengan surat tercatat atau 

kesempatan untuk membela diri. Dewan Kehormatan 

dalam sidang Dewan Kehormatan Daerah.

Penentuan dapat di l akukan oleh Dewan 

Kehormatan Daerah, baik dalam sidang itu maupun 

keputusan melanggar atau tidak melanggar tersebut, 

limabelas hari kerja, setelah tanggal sidang Dewan 

Kehormatan Daerah di mana Notaris tersebut telah 

dalam putusan sidang Dewan Kehormatan Daerah 

kode etik, maka sidang sekaligus menentukan 

kabar apapun dalam waktu tujuh hari kerja setelah 

dipanggil, maka Dewan Kehormatan Daerah akan 

jarak waktu tujuh hari kerja, untuk setiap panggilan. 

Dalam waktu tujuh hari kerja, setelah panggilan 

memberi kabar dengan alasan apapun, maka Dewan 

Kehormatan Daerah akan tetap bersidang untuk 

sementara (schorsing) atau pemecatan (onzetting) 

dari keanggotaan perkumpulan diputuskan, Dewan 

Kehormatan Daerah wajib berkonsultasi terlebih 

Putusan sidang Dewan Kehormatan Daerah 

waj ib dikirim oleh Dewan Kehormatan Daerah 

dalam waktu tujuh hari kerja, setelah dijatuhkan 

putusan oleh sidang Dewan Kehormatan Daerah. 

Apabila pada tingkat kepengurusan daerah belum 

dibentuk Dewan Kehormatan Daerah, maka Dewan 

wewenang untuk menjalankan kewajiban serta 

kewenangan Dewan Kehormatan Daerah dalam 

rangka penegakan kode etik atau melimpahkan tugas 

kewajiban dan kewenangan Dewan Kehormatan 

Daerah kepada kewenangan Dewan Kehormatan 

Daerah terdekat dari  tempat kedudukan atau 

tersebut. Hal tersebut berlaku pula apabila Dewan 

pemecatan sementara (schorsing) atau pemecat an 

(onzetting) dari keanggotaan perkumpulan dapat 

diajukan/dimohonkan banding kepada Dewan 

wajib dilakukan anggota bersangkutan dalam waktu 

putusan penjatuhan sanksi dari Dewan Kehormatan 

Daerah. Permohonan naik banding dikirim dengan 

Dewan Kehormatan Daerah dalam waktu tujuh 

hari setelah menerima surat tembusan permohonan 

banding wajib mengirim semua salinan/foto copy 

berkas pemeriksaan kepada Dewan Kehormatan 

Pusat. Setelah menerima permohonan banding, 

mengajukan banding dipanggi l untuk didengar 

membela diri dalam sidang Dewan Kehormatan 

memberi putusan dalam tingkat banding dalam 

kesempatan untuk membela diri. Apabila anggota 

Anggota Ikatan Notaris I ndonesia dapat 

Pengurus Pusat atau usul Dewan Kehormatan 

Kehormatan Daerah melalui Dewan Kehormatan 

Pusat, karena melakukan salah satu atau lebih 

perbuatan di bawah ini :

pelanggaran berat terhadap ketentuan 
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anggaran dasar, anggaran rumah tangga, 

merugikan atau merendahkan nama baik 

INI;

pribadi.

Berdasarkan keputusan kongres, Pengurus Pusat 

bersangkutan dan keputusan tersebut dilaporkan oleh 

jabatan notaris, Majelis Pengawas Pusat, Majelis 

Pengurus Pusat perlu mendapat laporan.

kode etik bukanlah berupa pemecatan dari jabatan 

Notaris melainkan pemecatan dari keanggotaan 

Ikatan Notaris Indonesia sehingga walaupun 

pelanggaran kode etik, notaris tersebut masih 

dapat membuat akta dan menjalankan kewenangan 

berupa pemecatan dari keanggotaan perkumpulan 

merupakan pelanggaran berat terhadap ketentuan 

oleh pihak lain, kemudian notaris tersebut dijatuhi 

sanksi pemberhentian dengan tidak hormat dari 

keanggotaan Ikatan Notaris Indonesia, notaris 

tersebut masih tetap dapat membuat akta dan 

sanksi tersebut bukanlah berarti secara serta merta 

dijatuhi sanksi pemecatan dari perkumpulan notaris 

karena melakukan pelanggaran kode etik dengan 

D. Simpulan

telah terlebih dahulu dipersiap kan oleh notaris 

tidak dilakukan di hadapan notaris, embuat akta 

pemasangan papan nama di depan atau di lingkungan 

rendah untuk mendapatkan kl ien, melakukan 

publikasi atau promosi diri dengan mencantumkan 

bunga pada suatu acara tertentu dan pelaksanaan 

Ikatan Notaris Indonesia sebagai organisasi profesi 

Perkumpulan.  Namun sanksi tersebut di  atas 

bukanlah berupa pemecatan dari jabatan notaris 

melainkan pemecatan dari  keanggotaan Ikatan 

bersangkutan telah terbukti melakukan pelanggaran 

kode etik, notaris tersebut masih dapat membuat 

notaris, sehingga sanksi tersebut terkesan kurang 

melakukan pelanggaran kode etik.

Daftar Pustaka

Etika Profesi  Notar is 

Dalam Penegakan Hukum Pidana, Bigraf 

Etika Profesi Hukum, Sinar 

Notaris, Dalam Praktek Hukum” . 

Alumni. Bandung



Jurnal Repertorium Volume III No. 2 Jul i-Desember 2016

26

Moekijat, 1989. Tanya Jawab Asas-asas Manajemen, 

Etika Profesi Hukum,PT 

Faktor -faktor  Yang 

Mempengaruhi  Penegakan Hukum,

Peraturan Jabatan 

Notaris  

Soal-soal Pokok Fi lsafat 

Hukum, Gunung Mulia, Jakarta


